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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD. 6  2010 
R 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  6  TAHUN  2010   
 

TENTANG 
 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN 
KABUPATEN GARUT  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI GARUT, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam mengelola penyediaan air bersih yang 

menjadi hajat hidup orang banyak, hanya dapat 
terwujud apabila dikelola oleh Perusahaan Daerah 
Air Minum yang memiliki pelayanan yang baik dan 
optimal, sehingga terwujud kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan 
Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan 
kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum 
sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah 
Daerah; 
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  c. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum ”Tirta 
Dharma” yang dibentuk dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 
Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan 
Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan 
Daerah Air Minum ”Tirta Dharma” Kabupaten Garut, 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 
dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian dan penyempurnaan; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan 
Kabupaten Garut. 

 
Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2367); 

4. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3489); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan 
Daerah Air Minum; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum; 

14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi 
Perusahaan Daerah Air Minum; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 
Nomor 22); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 
Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2009 Nomor 7). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI  GARUT 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG 

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT. 
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